| SALINAN |

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Menimbang

Mengingat

. a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 239
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011, yang menyatakan bahwa kepala daerah
menetapkan peraturan Kkepala daerah tentang kebijakan
akuntansi pemerintah daerah dengan berpodaman pada Standar
Akuntansi Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Gorontalo tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi
Gorontalo;

Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggara  Pemerintah  Daerah  Kepada  Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);
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Menetapkan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
PASAL 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo;

Pemerintah Daerah adalah Gubernur Gorontalo dan Perangkat
Daerah  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Peranan dan tujuan Pelaporan Keuangan adalah Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo disusun untuk
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan
dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Gorontalo selama satu periode pelaporan.

Jenis-jenis Laporan Keuangan adalah Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca,
Laporan Operasional (LO), , Laporan Arus Kas (LAK), , Laporan
Perubahan Ekuitas LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan
(CALK).

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
sebagai pengguna anggaran/pengguna barang wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan
keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya
yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan adalah asumsi yang
mendasari pelaporan keuangan yaitu asumsi kemandirian
entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi keterukuran
dalam satuan mata uang (monetary measurement).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi
sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah ketentuan
yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan
pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh
pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan
yang disajikan.

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan
yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam
mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang
relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena
alasan-alasan kepraktisan.

Tanggung jawab atas Laporan Keuangan adalah pihak-pihak yang
bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan
keuangan daerah, dimana laporan keuangan tersebut telah
disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang mamadai,
dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Suplemen Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang
harus dilampirkan dalam laporan keuangan daerah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Uang Pelaporan adalah satuan mata uang yang diharuskan
dipakai dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bahasa laporan keuangan adalah bahasa yang diharuskan
dipakai dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan akuntansi per komponen Laporan Keuangan adalah
penjelasan kebijakan akuntansi berupa definisi, pengakuan,
pengukuran dan pengungkapan setiap komponen laporan

keuangan.



Pasal 2

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan
dan praktik-praktik yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi
Gorontalo.

(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo digunakan
sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas
aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, pendapatan-LRA,
beban, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta pelaporan
keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 3
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo terdiri atas :
a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan = sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I.
b. Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II.

Pasal 4
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 5 MEI 2014
GUBERNUR GORONTALO,
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 5 MEI 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD
WINARNI D. MONOARFA
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BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 39



